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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA
KROMOR ¢ TAHUN 2017

TENTANG

[ZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DIN] (PAUD}

TAMAN KANAK-HANAK (TK ) ANGGREK
DESA SUTAWANGI KECAMATAN JATINANG! KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENLCIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang :© a bahwa memperhatikan sural Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) ANGGREK
Desa Sutawargi Kecamalan Jaliwangi Kabupaten Majalengka Nomer 424,113
TEANGAANT fanggal 23 Januari 2017 perihal Peremohonan Perpanjangan ljin
Operasional, surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan  Kecamatan
Jatiwangi Nomor 42125-UPTD Pendidikan tanggal 31 Januai 2017 dan
bemasarkan hasil venfikasi Administrasi dan peninjfauan lapangan oleh Tim
Venfkast Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini {PAUD}) Dinas
Pendidikan Kabupaten Majalengka.

b. bahwa berdasarkan pada perimbangan hurup a dan b serfa sesuai dengan
ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Momor 20 Tahun 2003 lentang Sistem
Pendidikan Nasional, dipandang perdu diterbilkan izn  penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dind (PAUD) Taman Kanak-Karak (TK) ANGGREK Desa
Sulawangi Kecamaten Jatwangi Kabupaten Majalengka yang ditelapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Mengingal 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pumbentukan Doerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Baorat {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah divbah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 lentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembenlukan Daerah-Daerah Kabupalen Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tenlang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003 Momor 78, Tambahan
Lesmbaran Negara Republik Indonasia Nomaor 4301)

3 Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemefinlahan Daerah
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah
beberapa kali lerakhir dengan Undang-Undang Momor 9 Tahun 2015 tentang
Pembahan Kedua atas Undang-lndang Momor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republ Indonesia Nomor S679)



(e

10.

11.

12.

Peraluran Pemerinlah Momor 19 Tahun 2005 lentang Slandar Nasional
Pendidikan (Lembaran Mogara Republik Indonesiz  Tahun K05 Momor
41,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia  Nomar 4496)
sebagaimana telah diubah beberapa kali lerakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 215 tentang Perubahan Kedua alas Pergturan Pemerintah
Momor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2M5 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraluran Pemeriniah Momor 38 Tahun 2007 Tenlang Pembagian Urnusan
Pemerintah antzra Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
KabupatenfMota (lembaran Megara Republk Indonesia  Tahun K7
Womor 2, Tambahan Lembaran Negara Repubik indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemesinlah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Crganisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomear 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Ingdonesia Nomor 4750);

Pemturan Pemernintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentarg Pendanaan Pendidikan
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Momor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4864);

Peraluran Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelclaan  dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tahun
2010 Momor 23, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Pevaturan Pemenntah Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
kenlang Fengedolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republ Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 5157);

Peraluran Menteri Pendidikan Masionat Renublik Indoresia Nomor 58 Tahum
2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Merleri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Momar 877); sebagaimana t2lah diubah dengan
Paraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sepublik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Besita
Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomar 1279)

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Momor 2 Tahun 2008 Tentang
Unusan Pemesdintah Doaerah Kabupalen Majalengka (Lembaran Dasrgh
Kabupalen Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 1);

Peraluran Daerah Kabupaten Mzjalengka Momor 10 Tahun 2009 Tentang
Organisasi Perangkal Daersh Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kebupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah
dengan Feraturan Daerah Kabupaten Majalengka Momor B Tahun 2011
Tentang Perubahan Alas Peraturan Dasrah Momor 10 Tahun 2009 Tenlang
Organisasi Perangkat Doerah Kabupalen Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomior 8).



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KEEMPAT

Tembusan :

MEMUTUSKAN

Memberkan in penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini {PAUD) Taman
Kanak-Kanak (TK) ANGGREK Desa Sulawangi Kecamalan Jatiwangi Kabupalen
Majalengka dengan kelentuan sebagal berikut -

1. Mentaati Peraturan Perundang-Uindangan yang berlaku;

2. Dalam hal melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar dan Kurikulem yang
digunakan mengikuti pefuniuk dan aluran yang berfaku,

3. Penydlengyara berkewajiban  menyampatkan laporan  leriulis  mengena
porkembangan lembaga sefiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan
Kahupaten Majalengka:

4. Seqala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syaratkelancaran berdinmya
Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) termeksud Tenaga Pendidik
menjadi tanaqungjawab Yayasan/Penyelenggara.

lzin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU beraky selama memenubi
kolentuan dan dievaluasi sefiap tahun, apabila tedadi pelanggaran terhadap
ketentuan-kelentuan  pelaksanaan penyslengaraan Taman Kanak-Kanak (T}
tersebut. maka izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) ini akan dicabul

Dengan bedakunya Kepulusan ini, maka kepulusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupalen Majalengka Nomor 64 TAHUN 2014 tanggal 7 Apnl 2014 dicabut dan
dinyatakan fidak beraku.

Kepulsan ini beraku Sejak langgal dilelapkan dengan ketentuan apabila

. dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau keszalahan didalamnya akan disdekan

perbaikan atau perubahan sebagaimana meslinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal & fearet ?L‘.Il:fj-

1. Yih. Bupati Majalengka;

2 Vih. Direkiur Pembinaan PAUD Diien PAUD dan DIKMAS Kemendikbod di Jakarta,

1. Yih. Kepala Dinas Pendidikan Proving Jawa Baral di Bandung;
4. Y. Kepats UPTD Pendidikan Kecamatan Jaliwangi.



